
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 
Fakultas Hukum Universitas Galuh 

Volume 14 
Nomor 1- Maret  2026 

  

86 
 

PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA :  
ANALISIS TERHADAP POTENSI LABELING DALAM KEBIJAKAN 

PIDANA KERJA SOSIAL 
 

Indriani Sepsilia*) ì 
indriani21001@unpad.ac.id  

 
Lies Sulistiani*)ì 

lies.sulistiani@unpad.ac.id 
 

Wanodyo Sulistyani *)ì ì 
wanodyo@unpad.ac.id 

 

(Diterima 19 September 2025, disetujui 28 Januari 2026) 

 
ABSTRACT 

 
The paradigm of criminal law in Indonesia is shifting from a retributive approach to a 
more humanistic and solution-oriented restorative approach. One manifestation of this 
shift is community service, stipulated in the new Criminal Code as the primary form of 
punishment. This punishment provides perpetrators of minor crimes with the 
opportunity to correct their mistakes through active involvement in social activities 
without losing their human dignity. Thus, community service not only aims to provide a 
deterrent effect but also build legal awareness, foster social responsibility, and 
strengthen the perpetrator's reintegration into society. The research method used in this 
study is a socio-legal juridical method. The results indicate that community service has 
the potential to be a strategic instrument in overcoming the ineffectiveness of short-term 
imprisonment, addressing correctional overcrowding and creating a more adaptive, 
inclusive, and sustainable penal system. However, its effectiveness still depends on 
clear technical regulations, institutional synergy, and public acceptance of the new 
justice paradigm. Therefore, concrete steps are needed to formulate implementing 
policies and oversight mechanisms so that community service can truly realize the 
values of restorative justice in its entirety. 
 
Keywords : Community Service Sentencing, Restorative Justice, Criminal Law, 

Alternative Punishment, New Criminal Code. 
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ABSTRAK 

Paradigma hukum pidana di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan 
retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan solutif. Salah satu 
manifestasi dari pergeseran tersebut adalah pidana kerja sosial yang diatur dalam 
KUHP baru sebagai bentuk pidana pokok. Pidana ini memberikan kesempatan kepada 
pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki kesalahannya melalui keterlibatan aktif 
dalam kegiatan sosial tanpa kehilangan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, 
pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga 
membangun kesadaran hukum, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan 
memperkuat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Metode penelitian yang 
digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa pidana kerja sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam 
menanggulangi tidak efektifnya pidana penjara jangka pendek, overkapasitas lembaga 
pemasyarakatan serta menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, inklusif, dan 
berkelanjutan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi teknis, 
sinergi kelembagaan, serta penerimaan masyarakat terhadap paradigma keadilan baru. 
Oleh karena itu, perlu langkah konkret dalam merumuskan kebijakan pelaksana dan 
mekanisme pengawasan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat mewujudkan nilai-
nilai keadilan restoratif secara utuh. 
 
Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana, Pemidanaan 

Alternatif, KUHP baru. 
 
I. Pendahuluan 

Paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia selama ini 

lebih banyak berpijak pada pendekatan retributif, yakni memberikan hukuman 

sebagai bentuk balasan atas perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini 

menitikberatkan pada kepastian dan penegakan hukum secara tegas, namun 

sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan pemulihan yang lebih luas. Di 

tengah tuntutan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang lebih adil, 

muncul kritik terhadap kegagalan sistem retributif dalam mengatasi masalah sosial 

yang ditimbulkan oleìh keìjahatan. Akibatnya, sisteìm peìradilan pidana yang teìrlalu 

meìnghukum tanpa me ìmpeìrtimbangkan solusi jangka panjang me ìnjadi kurang 

eìfeìktif. Hal ini meìndorong lahirnya peìmikiran alteìrnatif yang leìbih manusiawi, 

seìpeìrti keìadilan reìstoratif (Barda Nawawi Arieìf, 2023). 

Keìadilan reìstoratif meìrupakan peìndeìkatan yang meìngeìdeìpankan peìmulihan 

hubungan antara peìlaku, korban, dan masyarakat daripada se ìkadar meìnjatuhkan 

hukuman. Dalam pe ìndeìkatan ini, keìjahatan tidak hanya dipandang seìbagai 

peìlanggaran teìrhadap neìgara, meìlainkan juga seìbagai peìlanggaran teìrhadap 

manusia dan nilai sosial. Oleìh kareìna itu, keìadilan reìstoratif meìndorong partisipasi 

aktif dari seìmua pihak yang te ìrlibat untuk me ìncari solusi yang konstruktif dan 

meìmulihkan keìrugian yang ditimbulkan (Hartanti, E.S., 2022). Pe ìndeìkatan ini dinilai 
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leìbih adaptif dalam me ìnyeìleìsaikan peìrkara ringan maupun peìlanggaran sosial 

yang tidak beìrdampak beìsar teìrhadap sisteìm hukum seìcara keìseìluruhan. Seìlain 

itu, peìndeìkatan reìstoratif juga reìleìvan deìngan prinsip peìmasyarakatan yang 

humanistik. 

Dalam konteìks peìrkeìmbangan hukum pidana Indoneìsia, pidana keìrja sosial 

meìnjadi manifeìstasi nyata dari peìrgeìseìran paradigma ini. Pidana keìrja sosial 

meìrupakan beìntuk peìmidanaan alteìrnatif yang dijatuhkan keìpada peìlaku tindak 

pidana ringan, di mana pe ìlaku diwajibkan me ìlakukan keìrja untuk keìpeìntingan 

umum tanpa upah. Tujuan dari pidana ini bukan untuk me ìmbalas peìrbuatan jahat, 

teìtapi untuk meìmbeìrikan kontribusi positif ke ìpada masyarakat seìrta meìndorong 

peìlaku agar meìnyadari dan beìrtanggung jawab atas peìrbuatannya. Deìngan 

deìmikian, pidana keìrja sosial seìlaras deìngan prinsip keìadilan reìstoratif kareìna 

beìrupaya meìmpeìrbaiki keìrusakan sosial tanpa me ìrusak masa deìpan peìlaku. 

Keìbeìradaan pidana ini juga diharapkan dapat me ìngurangi keìpadatan leìmbaga 

peìmasyarakatan yang seìlama ini meìnjadi peìrsoalan seìrius (Sujono, H., 2021). 

Leìbih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 teìntang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana keìrja sosial teìlah diakomodasi 

seìbagai salah satu pidana pokok. Hal ini me ìnunjukkan adanya peìngakuan reìsmi 

teìrhadap peìntingnya diveìrsifikasi beìntuk peìmidanaan di luar peìnjara. Pidana keìrja 

sosial meìmiliki nilai strateìgis dalam peìmbangunan sisteìm hukum pidana yang leìbih 

progreìsif, kareìna meìmungkinkan peìlaku teìtap produktif tanpa keìhilangan hak-hak 

sosialnya. Di sisi lain, masyarakat juga me ìmpeìroleìh manfaat langsung dari 

peìlaksanaan keìrja sosial teìrseìbut, seìhingga teìrjadi hubungan timbal balik yang 

meìnguntungkan seìmua pihak. Namun, impleìmeìntasi pidana keìrja sosial 

meìmeìrlukan keìrangka reìgulasi yang kuat dan komitme ìn institusional yang tinggi 

(Muladi, 2022). 

Paradigma baru ini me ìnuntut adanya peìnyeìsuaian teìrhadap sisteìm hukum 

pidana, baik seìcara substansi, struktur, maupun kultur hukum. Se ìcara substansi, 

dibutuhkan norma-norma yang mampu me ìreìfleìksikan nilai-nilai reìstoratif seìpeìrti 

reìkonsiliasi, tanggung jawab, dan partisipasi. Se ìcara struktural, aparat peìneìgak 

hukum peìrlu dibeìrikan peìmahaman dan pe ìlatihan teìrkait prinsip keìadilan reìstoratif 

seìrta peìlaksanaan pidana keìrja sosial. Seìdangkan seìcara kultural, masyarakat 

harus mulai me ìngubah peìrseìpsi bahwa keìadilan tidak hanya ideìntik deìngan 

peìnjara, teìtapi juga deìngan peìmulihan dan reìhabilitasi. Oleìh kareìna itu, peìrgeìseìran 

ini tidak hanya beìrsifat normatif, teìtapi juga meìmeìrlukan peìrubahan paradigma 

seìcara meìnyeìluruh (Arpandi Karjono, eìt al, 2024). 
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Peìneìlitian-peìneìlitian seìbeìlumnya meìnunjukkan bahwa peìndeìkatan keìadilan 

reìstoratif ceìndeìrung leìbih eìfeìktif dalam meìnurunkan angka reìsidivismeì dan 

meìningkatkan tingkat keìpuasan korban dibandingkan peìndeìkatan reìtributif. Hal ini 

kareìna reìstorativeì justiceì meìngeìdeìpankan dialog dan ke ìteìrlibatan korban dalam 

proseìs peìnyeìleìsaian peìrkara, seìhingga korban me ìrasa diakui dan dihormati. Se ìlain 

itu, peìlaku tidak dipandang seìbagai musuh masyarakat, teìtapi seìbagai individu 

yang masih me ìmiliki poteìnsi untuk beìrubah dan dipeìrbaiki. Deìngan deìmikian, 

peìndeìkatan ini leìbih seìjalan deìngan nilai-nilai keìadilan sosial dan keìmanusiaan 

yang teìrkandung dalam konstitusi Indoneìsia. Pidana keìrja sosial seìbagai bagian 

dari upaya ini me ìnunjukkan sineìrgi antara keìbutuhan akan keìpastian hukum dan 

keìadilan substantif (Ni Komang Sutrisni, eìt al, 2023). 

Namun deìmikian, peìlaksanaan pidana keìrja sosial tidak dapat dileìpaskan 

dari tantangan teìknis dan yuridis. Salah satu tantangan utama adalah be ìlum 

adanya peìrangkat hukum turunan yang seìcara rinci meìngatur peìlaksanaan pidana 

ini, teìrmasuk jeìnis peìkeìrjaan sosial, peìngawasan, seìrta hak dan keìwajiban peìlaku. 

Seìlain itu, masih reìndahnya peìmahaman aparat peìneìgak hukum meìngeìnai eìseìnsi 

keìadilan reìstoratif dapat me ìnghambat peìlaksanaan pidana ke ìrja sosial seìcara 

maksimal. Hal ini dipeìrburuk oleìh stigma masyarakat yang masih me ìnganggap 

peìlaku tindak pidana seìbagai individu yang se ìpeìnuhnya beìrsalah dan tidak layak 

meìndapat keìseìmpatan keìdua. Oleìh kareìna itu, peìmbaruan hukum pidana tidak 

cukup hanya pada leìveìl peìraturan, teìtapi juga pe ìrlu meìnyeìntuh aspeìk sosialisasi 

dan peìrubahan budaya hukum (Taufiq Akbar Al Falah, 2025). 

Di beìbeìrapa neìgara lain, pidana keìrja sosial te ìlah diteìrapkan seìcara eìfeìktif 

seìbagai beìntuk keìadilan yang inklusif. Misalnya, di Be ìlanda dan Norweìgia, sisteìm 

pidana keìrja sosial teìlah beìrhasil meìngurangi populasi narapidana dan 

meìmpeìrkuat program re ìinteìgrasi sosial. Mode ìl-modeìl ini dapat me ìnjadi rujukan 

bagi Indoneìsia dalam meìrumuskan sisteìm yang adaptif deìngan konteìks lokal. 

Adaptasi teìrhadap sisteìm hukum asing teìtap harus meìmpeìrhatikan karakteìristik 

masyarakat Indoneìsia yang plural dan beìragam. Dalam hal ini, peìndeìkatan keìrja 

sosial harus dibangun di atas nilai-nilai lokal seìpeìrti gotong royong dan 

musyawarah (Rachman, M., 2021). 

Transformasi sisteìm peìmidanaan meìlalui peìneìrapan pidana keìrja sosial juga 

meìndukung tujuan Sustainableì Deìveìlopmeìnt Goals (SDGs), teìrutama pada poin 

keì-16 teìntang peìrdamaian, ke ìadilan, dan ke ìleìmbagaan yang tangguh. Sisteìm 

peìmidanaan yang leìbih inklusif dan beìrorieìntasi pada reìhabilitasi bukan hanya 

meìmbeìrikan keìadilan hukum, teìtapi juga beìrkontribusi teìrhadap stabilitas sosial 
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dan peìngurangan konflik. Oleìh kareìna itu, pidana keìrja sosial harus diteìmpatkan 

dalam keìrangka peìmbangunan hukum yang re ìsponsif teìrhadap keìbutuhan sosial 

masyarakat. Hal ini akan me ìmpeìrkuat leìgitimasi sisteìm hukum pidana dan 

meìningkatkan keìpeìrcayaan publik teìrhadap leìmbaga peìradilan. Maka dari itu, 

diskursus akadeìmik dan praktik hukum pe ìrlu diarahkan untuk me ìmpeìrceìpat 

peìnguatan instrume ìn hukum yang me ìndukung keìadilan reìstoratif di Indoneìsia 

(Syah Awaluddin, 2024). 

Deìngan deìmikian, kajian teìrhadap pidana ke ìrja sosial seìbagai peìrwujudan 

peìralihan paradigma dari peìmidanaan reìtributif keì reìstoratif meìnjadi peìnting untuk 

dikeìmbangkan. Kajian ini tidak hanya me ìmiliki nilai teìoritik dalam pe ìngayaan ilmu 

hukum pidana, teìtapi juga reìleìvansi praktis dalam pe ìrumusan keìbijakan pidana 

yang leìbih eìfeìktif dan manusiawi. Fokus utama dari tulisan ini adalah meìnganalisis 

bagaimana pidana keìrja sosial me ìnceìrminkan nilai-nilai keìadilan reìstoratif dalam 

sisteìm hukum Indone ìsia, seìrta meìngideìntifikasi tantangan dan strateìgi 

impleìmeìntasinya. Meìlalui peìndeìkatan yuridis normatif dan analisis konseìptual, 

diharapkan peìneìlitian ini dapat me ìmbeìrikan kontribusi dalam pe ìnguatan mode ìl 

peìmidanaan yang leìbih adaptif. Kareìna pada akhirnya, keìadilan bukan hanya 

teìntang meìnghukum, te ìtapi juga teìntang meìnyeìmbuhkan. 

 

II. Meìtodeì Peìneìlitian 

Meìtodeì peìneìlitian yang digunakan dalam kajian ini adalah me ìtodeì yuridis 

sosio-leìgal, yaitu peìndeìkatan peìneìlitian yang tidak hanya me ìnitikbeìratkan pada 

analisis normatif teìrhadap peìraturan peìrundang-undangan, doktrin, dan asas 

hukum, teìtapi juga meìmadukan peìrspeìktif sosial yang muncul dari peìneìrapan 

norma hukum dalam ke ìhidupan nyata. Meìlalui peìndeìkatan ini, peìneìlitian tidak 

seìbatas meìneìlaah norma pidana keìrja sosial seìcara teìkstual, meìlainkan juga 

meìngkaji bagaimana konseìp teìrseìbut diimpleìmeìntasikan dalam siste ìm peìradilan 

pidana, teìrmasuk tanggapan masyarakat, aparat pe ìneìgak hukum, seìrta 

dampaknya te ìrhadap peìlaku dan korban. Deìngan deìmikian, analisis hukum yang 

beìrsifat normatif dapat dipeìrkaya deìngan peìmahaman eìmpiris meìngeìnai dinamika 

sosial yang meìnyeìrtai peìrgeìseìran paradigma dari pidana reìtributif keì pidana 

reìstoratif (Marzuki, P.M., 2021). 

 

III. Hasil dan Peìmbahasan 

3.1. Peìrgeìseìran Paradigma dari Pe ìmidanaan Reìtributif Meìnuju Reìstoratif 
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Peìmidanaan reìtributif meìrupakan peìndeìkatan klasik dalam siste ìm hukum 

pidana yang beìrtumpu pada prinsip peìmbalasan. Peìndeìkatan ini meìnganggap 

bahwa keìadilan hanya dapat teìrcapai apabila peìlaku keìjahatan meìndapatkan 

hukuman yang se ìtimpal atas peìrbuatannya. Dalam konte ìks ini, peìmidanaan 

dilihat seìbagai sarana untuk me ìneìgakkan hukum, meìnjatuhkan hukuman, dan 

meìmbeìrikan eìfeìk jeìra. Namun, peìndeìkatan ini dinilai tidak me ìmpeìrhatikan 

aspeìk peìmulihan teìrhadap korban dan inteìgrasi keìmbali peìlaku keì dalam 

masyarakat. Oleìh kareìna itu, sisteìm reìtributif keìrap dikritik seìbagai peìndeìkatan 

yang leìgalistik dan kurang reìsponsif teìrhadap keìbutuhan sosial (Maulani, N., 

2021). 

Dalam sisteìm hukum pidana Indoneìsia, peìndeìkatan reìtributif masih 

meìnjadi orieìntasi utama hingga reìformasi hukum pidana me ìlalui KUHP baru 

dibeìrlakukan. Dalam praktiknya, peìmidanaan deìngan pola reìtributif seìring kali 

tidak meìmbeìrikan peìnyeìleìsaian teìrhadap akar masalah sosial yang 

meìlatarbeìlakangi suatu tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pe ìlanggaran 

ringan, peìlaku teìtap dikurung di leìmbaga peìmasyarakatan tanpa upaya 

reìhabilitasi yang eìfeìktif. Akibatnya, teìrjadi peìnumpukan narapidana 

(oveìrcrowding) dan tingginya angka reìsidivismeì yang meìnjadi indikator 

keìtidakeìfeìktifan sisteìm. Situasi ini meìnandakan peìrlunya paradigma baru 

dalam peìmidanaan yang leìbih meìnyeìntuh aspeìk keìadilan substantif 

(Saraswati, R., 2022). 

 

Oveìrcrowding di Lapas atau  

Rutan Indoneìsia (2021–2024) 

Tahun Kapasitas Lapas atau 

Rutan 

Jumlah Peìnghuni 

(Tahanan dan 

Narapidana) 

Keìpeìnuhan atau 

Oveìrcrowding 

2021 ± 135.561 orang ± 255.435 orang Oveìrcrowding 

seìkitar 88–90% 

2022 ± 132.107 orang ± 276.172 orang Oveìrcrowding 

seìkitar 109% 

2023 ± 136.860 orang ± 267.577 orang Oveìrcrowding 

seìkitar 96–100% 

2024 ± 145.699 orang ± 273.495 orang Oveìrcrowding 
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(Deìseìmbeìr) seìkitar 88–90% 

rata-rata nasional, 

beìbeìrapa lapas 

atau rutan bahkan 

meìncapai 300-

800% dari 

kapasitasnya di 

provinsi teìrteìntu. 

 
Sumbeìr: SDP Pusat, Direìktorat Jeìndeìral Peìmasyarakatan, Keìmeìnteìrian Imigrasi dan 
Peìmasyarakatan. 

 

Data teìrbaru teìrseìbut meìnunjukkan bahwa peìrsoalan oveìrcrowding di 

lapas atau rutan Indoneìsia masih meìnjadi probleìm kronis yang konsisteìn tinggi 

seìpanjang 2021 hingga 2024 (Adhyasta Dirgantara, e ìt al, 2024). Meìski 

kapasitas ideìal leìmbaga peìmasyarakatan me ìngalami seìdikit peìningkatan dari 

seìkitar 135 ribu pada tahun-tahun awal me ìnjadi seìkitar 140–145 ribu pada 

2024, jumlah peìnghuni teìtap jauh me ìlampaui batas wajar. Kondisi ini 

dipeìrparah oleìh fakta bahwa di beìbeìrapa provinsi, lapas atau rutan me ìlaporkan 

tingkat hunian me ìncapai 3 hingga 8 kali lipat dari kapasitas ide ìal (300–800%), 

seìhingga meìmbeìbani fasilitas, meìngurangi kualitas peìmbinaan, seìrta 

meìningkatkan poteìnsi masalah keìseìhatan, keìamanan, dan sosial. Feìnomeìna 

teìrseìbut meìnunjukkan bahwa peìnambahan kapasitas fisik saja tidak cukup 

meìnyeìleìsaikan masalah, seìbab akar peìrsoalan teìrleìtak pada masifnya 

peìnggunaan pidana peìnjara, khususnya jangka peìndeìk, yang seìbeìnarnya 

dapat digantikan deìngan instrume ìn alteìrnatif seìpeìrti pidana keìrja sosial. 

Deìngan deìmikian, urgeìnsi peìmbaruan sisteìm peìmidanaan me ìlalui peìneìrapan 

keìbijakan yang leìbih reìstoratif seìmakin nyata, bukan hanya seìbagai solusi atas 

peìrsoalan oveìrkapasitas leìmbaga peìmasyarakatan, teìtapi teìrutama kareìna 

keìtidak eìfeìktifan pidana peìnjara jangka peìndeìk yang tidak meìmbeìrikan eìfeìk 

reìhabilitatif maupun preìveìntif yang meìmadai. 

Kritik teìrhadap sisteìm reìtributif juga meìngeìmuka dari peìndeìkatan 

sosiologis dan kriminologis yang me ìlihat keìjahatan seìbagai geìjala sosial. 

Kriminologi mode ìrn meìmandang bahwa pe ìrilaku meìnyimpang tidak seìlalu 

didasari oleìh niat jahat, teìtapi bisa dipicu oleìh faktor struktural seìpeìrti 

keìmiskinan, teìkanan sosial, atau keìtidakadilan sisteìmik. Oleìh kareìna itu, 
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peìndeìkatan reìtributif dianggap tidak reìleìvan untuk me ìnjawab akar peìnyeìbab 

keìjahatan. Leìbih dari itu, peìndeìkatan ini beìrisiko meìnciptakan diskriminasi 

teìrhadap keìlompok masyarakat marjinal yang leìbih reìntan teìrjeìrat hukum. 

Maka dari itu, keìadilan reìstoratif hadir seìbagai alteìrnatif untuk me ìnciptakan 

keìseìimbangan antara peìneìgakan hukum dan pe ìmulihan sosial (Heìnny Saida 

Flora, 2022). 

Keìadilan reìstoratif meìmandang keìjahatan seìbagai peìlanggaran teìrhadap 

reìlasi sosial antara peìlaku, korban, dan komunitas, bukan hanya te ìrhadap 

neìgara. Tujuan dari peìndeìkatan ini adalah meìmpeìrbaiki keìrusakan sosial yang 

ditimbulkan oleìh keìjahatan meìlalui dialog, re ìkonsiliasi, dan tanggung jawab 

langsung peìlaku teìrhadap korban. Dalam ke ìadilan reìstoratif, proseìs 

peìnyeìleìsaian tidak hanya me ìneìkankan sanksi, teìtapi juga keìteìrlibatan aktif 

pihak-pihak teìrkait dalam meìrancang solusi. Prinsip ini teìlah diteìrapkan dalam 

sisteìm peìradilan anak me ìlalui meìkanismeì diveìrsi seìbagaimana diatur dalam 

UU No. 11 Tahun 2012 teìntang Sisteìm Peìradilan Pidana Anak. Peìngalaman ini 

meìnunjukkan bahwa pe ìndeìkatan reìstoratif mampu me ìmbeìrikan hasil yang 

leìbih konstruktif dibandingkan peìndeìkatan reìtributif murni (Andi Annisyah Teìnri 

Sanna, 2025). 

Seìiring deìngan itu, hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru 

meìlalui UU No. 1 Tahun 2023 me ìnjadi momeìntum peìnting dalam pe ìrubahan 

paradigma. Salah satu ciri peìmbaruan KUHP ini adalah peìngakuan teìrhadap 

beìntuk-beìntuk peìmidanaan alteìrnatif, teìrmasuk pidana keìrja sosial, pidana 

peìngawasan, dan peìngampunan. Keìhadiran beìntuk pidana ini me ìrupakan 

peìrgeìseìran arah keìbijakan peìmidanaan dari pe ìmbalasan keì arah reìhabilitasi 

dan reìinteìgrasi sosial. Hal ini me ìnunjukkan bahwa ne ìgara mulai me ìngakui 

peìntingnya peìndeìkatan yang beìrorieìntasi pada peìmulihan dan peìnghindaran 

peìmeìnjaraan yang tidak peìrlu. Deìngan kata lain, sisteìm hukum pidana 

Indoneìsia mulai me ìmbangun pijakan keì arah keìadilan reìstoratif (Lubis, F., 

2023). Dalam ke ìteìntuan baru ini, pidana ke ìrja sosial dimunculkan seìbagai 

salah satu beìntuk pidana alteìrnatif di luar pidana peìnjara, deìngan tujuan 

meìngurangi dampak ne ìgatif peìmeìnjaraan jangka pe ìndeìk seìkaligus 

meìmbeìrikan kontribusi nyata bagi masyarakat. 

Dasar hukum me ìngeìnai pidana keìrja sosial diatur dalam Pasal 65–71 UU 

No. 1 Tahun 2023 teìntang KUHP. Reìgulasi ini meìneìgaskan bahwa pidana keìrja 

sosial hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana ringan de ìngan batasan 

teìrteìntu. Seìlain itu, pidana ini harus me ìmpeìrtimbangkan keìseìdiaan teìrpidana, 
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seìhingga tidak beìrsifat meìmaksa. Keìteìntuan ini me ìneìgaskan bahwa ke ìrja 

sosial dimaksudkan seìbagai instrume ìn reìhabilitatif, bukan seìkadar hukuman 

fisik. Adanya dasar hukum ini me ìnjadi langkah awal untuk me ìmpeìrluas 

paradigma reìstoratif di Indoneìsia. 

Pidana keìrja sosial pada dasarnya bukanlah pe ìngganti peìnuh pidana 

peìnjara, meìlainkan seìbuah alteìrnatif peìmidanaan yang leìbih teìpat diteìrapkan 

bagi tindak pidana ringan atau kasus de ìngan ancaman pidana jangka peìndeìk, 

yakni pidana peìnjara deìngan durasi reìlatif singkat (biasanya kurang dari satu 

tahun) yang dalam praktik seìring dinilai tidak  eìfeìktif kareìna tidak meìmbeìri eìfeìk 

reìhabilitatif maupun preìveìntif. Alteìrnatif ini hadir seìbagai beìntuk reìspon atas 

keìteìrbatasan pidana peìnjara yang se ìring kali tidak proporsional bila dite ìrapkan 

pada peìlanggaran deìngan dampak ke ìcil teìrhadap masyarakat. Me ìlalui pidana 

keìrja sosial, peìlaku teìtap meìneìrima sanksi yang je ìlas dari neìgara, namun 

beìntuknya leìbih produktif dan tidak meìngisolasi meìreìka dari lingkungan sosial. 

Hal ini peìnting agar peìlaku tidak meìngalami stigma be ìrkeìpanjangan akibat 

masuk keì leìmbaga peìmasyarakatan. Deìngan deìmikian, pidana keìrja sosial 

dapat dilihat seìbagai instrume ìn hukum yang se ìimbang antara keìpeìntingan 

reìpreìsif dan reìhabilitatif. 

Alasan utama pe ìrgeìseìran dari pidana peìnjara jangka pe ìndeìk meìnuju 

pidana keìrja sosial adalah kareìna pidana peìnjara dalam jangka waktu singkat 

dianggap tidak eìfeìktif dan kurang beìrmanfaat. Peìnjara jangka pe ìndeìk tidak 

meìmbeìrikan eìfeìk reìhabilitatif yang signifikan bagi peìlaku, bahkan seìring kali 

meìnimbulkan dampak buruk se ìpeìrti oveìrcapacity, biaya neìgara yang tinggi, 

dan poteìnsi peìlaku teìrpapar budaya kriminal di dalam leìmbaga 

peìmasyarakatan. Se ìlain itu, pidana peìnjara jangka pe ìndeìk gagal meìmeìnuhi 

tujuan peìmidanaan mode ìrn yang tidak hanya me ìneìkankan pada peìmbalasan, 

teìtapi juga peìrbaikan peìrilaku. Oleìh seìbab itu, pidana keìrja sosial ditawarkan 

seìbagai solusi yang leìbih eìfisieìn seìkaligus beìrorieìntasi pada keìmanfaatan. 

Deìngan cara ini, peìmidanaan teìtap dapat dijalankan tanpa me ìnambah beìban 

sisteìm peìmasyarakatan. 

Meìskipun deìmikian, neìgara teìtap ingin meìneìgaskan bahwa se ìtiap 

peìrbuatan salah harus me ìndapatkan konseìkueìnsi hukum yang teìgas. Pidana 

keìrja sosial tidak dimaksudkan untuk me ìleìmahkan eìfeìk jeìra, teìtapi meìngubah 

orieìntasi peìmidanaan agar leìbih konstruktif. Pe ìsan yang disampaikan neìgara 

meìlalui pidana keìrja sosial adalah bahwa ke ìsalahan teìtap dihukum, hanya saja 

beìntuk hukumannya diarahkan untuk me ìmbeìrikan kontribusi positif bagi 
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masyarakat dan me ìndukung reìinteìgrasi sosial peìlaku. Peìndeìkatan ini 

meìmungkinkan teìrciptanya keìseìimbangan antara keìpeìntingan masyarakat, 

korban, dan peìlaku. Deìngan deìmikian, pidana keìrja sosial meìneìguhkan 

paradigma pe ìmidanaan yang leìbih reìstoratif, tanpa me ìngabaikan fungsi 

preìveìntif dan reìpreìsif hukum pidana. 

Peìrgeìseìran paradigma ini juga tidak leìpas dari peìngaruh peìrkeìmbangan 

global dalam teìori dan praktik peìradilan pidana. Banyak neìgara seìpeìrti Beìlanda 

dan Norweìgia teìlah leìbih dahulu me ìneìrapkan peìndeìkatan reìstoratif dalam 

sisteìm hukumnya. Indoneìsia seìbagai bagian dari komunitas hukum 

inteìrnasional juga pe ìrlu meìnyeìsuaikan diri de ìngan prinsip-prinsip yang leìbih 

univeìrsal seìpeìrti humanisasi hukum dan pe ìnghormatan teìrhadap martabat 

manusia. Dalam konte ìks ini, keìadilan reìstoratif meìnawarkan ruang dialog yang 

leìbih luas, seìkaligus meìneìmpatkan korban se ìbagai subjeìk yang peìnting dalam 

proseìs peìmidanaan. Peìndeìkatan ini meìnggeìseìr pusat orieìntasi hukum pidana 

dari neìgara keìpada komunitas dan individu (Yuliani, T., 2022). 

Beìlanda meìnjadi contoh nyata sukseìsnya peìneìrapan pidana keìrja sosial 

deìngan konseìp taakstraf. Sisteìm ini meìnggantikan hukuman pe ìnjara jangka 

peìndeìk deìngan keìrja sosial yang dilakukan dalam jangka waktu te ìrteìntu. 

Hasilnya, tingkat reìsidivismeì meìnurun, dan be ìban leìmbaga peìmasyarakatan 

meìnjadi leìbih ringan. Pidana ini dijalankan de ìngan peìngawasan keìtat seìhingga 

tidak hanya seìkadar formalitas. Beìlanda meìmbuktikan bahwa pidana keìrja 

sosial bisa meìnjadi instrume ìn eìfeìktif keìadilan reìstoratif. 

Norweìgia juga me ìnunjukkan keìbeìrhasilan dalam me ìngeìdeìpankan 

keìadilan reìstoratif meìlalui sisteìm meìdiation boards (meìdlingsråd). Dalam 

sisteìm ini, peìlaku, korban, dan masyarakat dilibatkan se ìcara langsung untuk 

meìnyeìleìsaikan tindak pidana ringan. Salah satu be ìntuk peìnyeìleìsaiannya 

adalah pidana keìrja sosial yang diseìpakati beìrsama dan beìnar-beìnar 

beìrmanfaat bagi komunitas. Praktik ini me ìnciptakan keìpuasan korban 

seìkaligus meìmbeìri keìseìmpatan peìlaku meìmpeìrbaiki diri. Norwe ìgia meìnjadi 

bukti bahwa pidana keìrja sosial dapat me ìmpeìrkuat hubungan sosial dan 

meìnurunkan angka keìjahatan beìrulang. 

Tindakan konkreìt dalam peìneìrapan pidana keìrja sosial di Indoneìsia dapat 

diwujudkan meìlalui peìneìmpatan teìrpidana pada ke ìgiatan yang beìrmanfaat bagi 

masyarakat, seìpeìrti meìmbeìrsihkan fasilitas umum, me ìmbantu peìngeìlolaan 

sampah, meìrawat taman kota, atau me ìndukung keìgiatan sosial di panti jompo 

dan panti asuhan. Seìlain itu, peìmeìrintah peìrlu meìmbuat meìkanisme ì 
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peìngawasan teìrpadu antara peìngadilan, keìjaksaan, dan Balai Peìmasyarakatan 

(Bapas) agar peìlaksanaan pidana ini be ìrjalan seìsuai putusan tanpa 

disalahgunakan. Untuk me ìnjamin eìfeìktivitasnya, peìrlu juga disusun peìdoman 

teìknis yang jeìlas meìngeìnai durasi, je ìnis peìkeìrjaan, seìrta peìrlindungan hak 

teìrpidana agar tidak teìrjadi eìksploitasi. Keìteìrlibatan peìmeìrintah daeìrah, 

organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal sangat pe ìnting dalam 

meìnyeìdiakan lapangan keìrja sosial yang se ìsuai deìngan keìbutuhan 

masyarakat. Deìngan cara ini, pidana keìrja sosial tidak hanya me ìmbeìri eìfeìk jeìra 

keìpada peìlaku, teìtapi juga me ìnghasilkan dampak positif bagi lingkungan sosial 

seìkaligus meìngurangi keìteìrgantungan pada pidana peìnjara (Kadri, eìt al, 2025). 

Meìskipun pidana keìrja sosial teìlah seìcara reìsmi diatur dalam KUHP baru, 

peìneìrapannya di Indoneìsia masih meìnghadapi keìsulitan, teìrutama kareìna 

beìlum adanya reìgulasi teìknis dan peìraturan peìlaksana yang konkrit di beìrbagai 

daeìrah. Kondisi ini me ìmbuat wilayah yang tidak me ìmiliki peìngalaman 

seìbeìlumnya dalam me ìngimpleìmeìntasikan alteìrnatif peìmidanaan, seìpeìrti 

pidana keìrja sosial, ceìndeìrung teìrlambat atau kurang siap untuk 

meìlaksanakannya. Di sisi lain, teìrdapat beìbeìrapa daeìrah yang sudah mulai 

beìrgeìrak leìbih maju, misalnya Nusa Teìnggara Timur (NTT) yang me ìnunjukkan 

dukungan meìlalui peìrnyataan Gubeìrnur seìrta aksi sosial GNPP di Kupang, 

seìrta Jakarta Seìlatan yang me ìlakukan simulasi keìrja sosial leìwat program 

Bapas di Peìrkampungan Budaya Beìtawi seìbagai bagian dari Geìrakan Nasional 

Peìmasyarakatan Peìduli (Bapas Peìduli). Namun, beìlum ada laporan seìrupa di 

seìjumlah daeìrah teìrpeìncil, khususnya di wilayah timur Indoneìsia dan pulau-

pulau keìcil, yang meìnunjukkan bahwa peìneìrapan pidana keìrja sosial masih 

beìlum meìrata dan ceìndeìrung stagnan di wilayah-wilayah teìrseìbut. Hal ini 

meìmpeìrlihatkan adanya keìtimpangan impleìmeìntasi antarwilayah, yang 

dipeìngaruhi oleìh keìsiapan aparat, dukungan reìgulasi, dan keìteìrseìdiaan mitra 

lokal untuk meìnjalankan pidana keìrja sosial seìcara nyata (Hartati, N., 2021). 

Peìrubahan paradigma ini me ìnuntut peìnyeìsuaian struktural dalam sisteìm 

peìradilan pidana. Aparat peìneìgak hukum se ìpeìrti hakim, jaksa, dan polisi peìrlu 

dibeìri peìmahaman baru me ìngeìnai peìndeìkatan keìadilan reìstoratif, teìrmasuk 

peìlaksanaannya di lapangan. Seìlain itu, dibutuhkan dukungan peìraturan 

peìlaksana dan infrastruktur keìleìmbagaan yang mampu me ìnampung beìrbagai 

beìntuk pidana alteìrnatif. Tanpa transformasi ke ìleìmbagaan dan budaya hukum, 

peìneìrapan keìadilan reìstoratif hanya akan me ìnjadi slogan normatif beìlaka. 
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Maka, ageìnda reìformasi hukum pidana harus me ìnyeìntuh aspeìk reìgulatif 

seìkaligus institusional (Auliah Andika Rukman, 2023). 

Peìran akadeìmisi dan peìneìliti juga peìnting untuk teìrus meìngeìvaluasi 

eìfeìktivitas pidana keìrja sosial seìcara eìmpiris. Peìneìlitian beìrbasis lapangan 

dapat meìngideìntifikasi faktor-faktor keìbeìrhasilan maupun ke ìgagalan dari 

impleìmeìntasi pidana ini di beìrbagai daeìrah. Data teìrseìbut sangat beìrguna 

untuk meìnyusun reìkomeìndasi keìbijakan beìrbasis bukti, seìkaligus meìndorong 

peìmbeìntukan peìraturan peìlaksana yang leìbih adaptif. Sineìrgi antara dunia 

akadeìmik, peìmbuat keìbijakan, dan masyarakat sipil akan me ìmpeìrkuat inteìgrasi 

pidana keìrja sosial keì dalam sisteìm hukum nasional. Deìngan peìndeìkatan ini, 

keìadilan tidak lagi beìrsifat eìlitis, teìtapi beìnar-beìnar hadir di teìngah masyarakat. 

Deìngan deìmikian, pidana keìrja sosial bukan hanya keìbijakan teìknokratis, 

teìtapi juga reìpreìseìntasi nilai-nilai keìmanusiaan dalam hukum pidana. Ia 

meìnyeìimbangkan antara peìnghukuman dan peìmulihan, seìrta meìmbeìrikan 

ruang keìpada peìlaku untuk me ìmpeìrbaiki diri seìcara sosial. Dalam jangka 

panjang, pidana ini dapat me ìmpeìrkuat keìsadaran hukum kole ìktif dan 

meìmpeìrkeìcil peìluang reìsidivismeì. Oleìh kareìna itu, pidana keìrja sosial 

meìrupakan manife ìstasi konkreìt dari keìadilan reìstoratif yang tidak hanya 

meìngoreìksi peìrilaku, teìtapi juga meìmbangun masyarakat yang leìbih adil dan 

inklusif. Peìran neìgara dalam me ìmpeìrkuat meìkanismeì ini akan sangat 

meìneìntukan arah masa de ìpan hukum pidana Indoneìsia yang leìbih 

beìrkeìadilan. 

Paradigma reìstoratif juga me ìmbeìri ruang bagi peìnguatan peìran korban 

dalam proseìs peìradilan pidana. Dalam pe ìndeìkatan reìtributif, korban seìring kali 

diposisikan seìbagai peìlapor atau saksi, bukan seìbagai pihak yang seìcara 

substantif dirugikan. Padahal, keìadilan bagi korban seìharusnya tidak hanya 

beìrupa hukuman bagi peìlaku, teìtapi juga peìmulihan keìrugian dan trauma yang 

dialami. Keìadilan reìstoratif beìrupaya meìngeìmbalikan peìran korban dalam 

proseìs peìnyeìleìsaian seìbagai aktor utama yang harus dihormati. De ìngan 

deìmikian, peìmidanaan tidak lagi hanya me ìnjadi urusan neìgara, teìtapi urusan 

beìrsama masyarakat untuk me ìmulihkan keìteìrtiban sosial (Muhammad Rif’an 

Baihaky, eìt al, 2024). 

Seìcara keìseìluruhan, peìrgeìseìran paradigma pe ìmidanaan dari reìtributif keì 

reìstoratif meìnandai eìvolusi peìnting dalam sisteìm hukum pidana Indoneìsia. 

Peìrubahan ini bukan seìmata-mata teìknis, teìtapi meìnyangkut cara pandang 

teìrhadap makna ke ìadilan, hukuman, dan hubungan antara pe ìlaku, korban, dan 
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masyarakat. Keìhadiran pidana keìrja sosial seìbagai beìntuk konkreìt dari 

peìndeìkatan reìstoratif meìnjadi simbol peìnting dari peìrubahan ini. Oleìh kareìna 

itu, peìnguatan keìbijakan hukum pidana harus diarahkan untuk me ìndukung 

impleìmeìntasi yang eìfeìktif teìrhadap pidana-pidana alteìrnatif yang humanis, 

solutif, dan beìrpihak pada peìmulihan. Reìformasi ini meìnuntut sineìrgi antara 

peìmbeìntuk undang-undang, leìmbaga peìradilan, dan masyarakat sipil seìbagai 

bagian dari transformasi me ìnuju sisteìm keìadilan yang beìrorieìntasi masa 

deìpan. 

3.2. Konseìp dan Imple ìmeìntasi Pidana Ke ìrja Sosial dalam Sisteìm Hukum 

Indoneìsia 

Pidana keìrja sosial adalah salah satu beìntuk pidana non-kustodial yang 

beìrtujuan meìnghindarkan peìlaku dari peìmeìnjaraan, namun teìtap meìmbeìrikan 

eìfeìk koreìktif dan eìdukatif. Dalam KUHP baru, pidana ini diteìtapkan seìbagai 

pidana pokok, yang artinya me ìmiliki keìdudukan seìjajar deìngan pidana peìnjara, 

deìnda, atau peìngawasan. Keìteìntuan ini teìrmuat dalam Dasar hukum pidana 

keìrja sosial di Indoneìsia teìrdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

teìntang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai beìrlaku pada 

tahun 2026. Dalam ke ìteìntuan teìrseìbut, pidana keìrja sosial diatur seìbagai salah 

satu beìntuk pidana pokok alteìrnatif  teìrhadap pidana peìnjara, dan pidana 

deìnda. Artinya, keìtika hakim meìnjatuhkan pidana ini, maka peìnjara khusunya 

jangka peìndeìk tidak lagi meìnjadi pilihan utama, meìngingat pidana peìnjara 

jangka peìndeìk justru keìrap meìnimbulkan dampak neìgatif seìpeìrti stigmatisasi, 

kriminalisasi lanjutan, seìrta tidak eìfeìktif dalam meìmbina peìlaku. Seìcara 

khusus, peìngaturannya teìrdapat pada Pasal 65 ayat (1) huruf c KUHP 2023 

yang meìnyeìbut pidana keìrja sosial seìbagai salah satu je ìnis pidana pokok. 

Pidana keìrja sosial dikeìnakan teìrhadap peìlaku tindak pidana ringan, teìrutama 

yang beìlum peìrnah dihukum atau dinilai layak me ìndapatkan reìhabilitasi sosial. 

Peìndeìkatan ini me ìnceìrminkan peìrgeìseìran keìbijakan peìmidanaan dari balas 

deìndam meìnuju reìinteìgrasi sosial (Putra, R.H., 2023). 

Keìteìntuan pidana keìrja sosial dalam Pasal 85–92 KUHP 2023 meìrinci 

aturan teìknis meìngeìnai peìlaksanaannya se ìbagai pidana pokok alteìrnatif. 

Pidana ini hanya dapat dijatuhkan atas pe ìrseìtujuan teìrdakwa dan 

dipeìruntukkan bagi tindak pidana ringan de ìngan ancaman pidana peìnjara 

paling lama eìnam bulan atau deìnda kateìgori II. Beìntuk keìrja sosial yang 

dibeìrikan harus beìrmanfaat bagi masyarakat seìrta tidak me ìreìndahkan 
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martabat manusia, misalnya peìrawatan fasilitas umum atau ke ìgiatan sosial 

keìmasyarakatan. Lama pidana keìrja sosial diteìntukan antara 7 jam hingga 240 

jam, deìngan peìlaksanaan maksimal 8 jam pe ìr hari. Seìcara normatif, KUHP 

baru meìngatur bahwa peìlaksanaan pidana keìrja sosial beìrada di bawah 

peìngawasan jaksa dan peìmbimbingan oleìh Peìmbimbing Keìmasyarakatan (PK) 

dari Balai Peìmasyarakatan (Bapas). Namun, dalam praktik seìhari-hari, fungsi 

peìngawasan teìknis dan peìndampingan leìbih banyak dijalankan oleìh 

Peìmbimbing Keìmasyarakatan, seìdangkan jaksa beìrpeìran seìbagai peìngawas 

formil atas peìlaksanaan putusan. Meìlalui peìngaturan ini, neìgara meìneìgaskan 

bahwa pidana keìrja sosial bukan seìkadar alteìrnatif, teìtapi juga instrume ìn nyata 

untuk meìnjawab keìtidak eìfeìktifan pidana peìrnjara jangka peìndeìk yang seìlama 

ini tidak mampu meìmbeìri eìfeìk jeìra maupun reìhabilitatif seìcara optimal, 

seìkaligus teìtap beìrkontribusi dalam meìngurangi oveìrkapasitas leìmbaga 

peìmasyarakatan seìrta meìndukung reìinteìgrasi sosial peìlaku. 

Pidana keìrja sosial di Indoneìsia meìmang dimaksudkan se ìbagai beìntuk 

peìmidanaan beìrorieìntasi reìstoratif. Keìadilan reìstoratif yang dimaksud bukan 

seìkadar “pidana di luar peìnjara”, meìlainkan suatu paradigma peìmidanaan yang 

meìneìkankan pada tujuan tidak seìkadar meìnghukum peìlaku, meìlainkan 

meìmbeìri keìseìmpatan untuk me ìmpeìrbaiki diri seìkaligus beìrkontribusi keìpada 

masyarakat, beìrbeìda deìngan reìtributif yang beìrorieìntasi pada balas deìndam. 

Deìmikian, ukuran keìbeìrhasilan reìstoratif bukan teìrleìtak pada teìknis 

peìlaksanaan pidananya, meìlainkan pada teìrcapainya tujuan reìstoratif. Namun, 

tidak ada jaminan bahwa tujuan reìstoratif dapat teìrcapai. Peìlaku harus 

meìnjalani pidana seìcara langsung di teìngah masyarakat, bukan di balik teìmbok 

peìnjara, meìmang ideìalnya meìmbuka jalan reìinteìgrasi. Namun probleìmatika 

muncul keìtika peìlaksanaan di lapangan justru beìrpoteìnsi meìnimbulkan 

alieìnasi, bukan reìinteìgrasi. Misalnya, peìlaku yang diwajibkan me ìmbeìrsihkan 

jalan atau fasilitas umum akan teìreìkspos seìcara langsung keìpada masyarakat. 

Feìnomeìna sosial meìdia yang hampir seìlalu meìngabadikan peìristiwa, teìrmasuk 

peìlaksanaan pidana keìrja sosial, meìnimbulkan tantangan bagi keìbeìrhasilan 

reìstoratif justiceì. Jeìjak digital meìngeìnai teìrdakwa dapat deìngan mudah 

direìkam, diseìbarkan, dan diakseìs keìmbali kapan saja, seìhingga keìsalahan 

peìlaku dapat teìrus diungkit dan dipeìrbincangkan publik. Jeìjak digital yang 

beìrsifat peìrmaneìn ini beìrpoteìnsi meìnjadi stigma baru, seìhingga alih-alih 

teìrcapai tujuan reìinteìgrasi, peìlaku justru meìnghadapi risiko labeìling jangka 

panjang yang me ìnghambat pe ìneìrimaan sosialnya (Braithwaiteì, 1989). 
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Hal ini meìnjadi paradoks dalam tujuan keìadilan reìstoratif. Seìcara 

normatif, keìadilan reìstoratif meìngheìndaki adanya peìmulihan hubungan sosial 

antara peìlaku, korban, dan masyarakat tanpa me ìnimbulkan stigma pe ìrmaneìn. 

Shaming yang dikeìheìndaki dalam te ìori reìinteìgrativeì shaming adalah shaming 

yang konstruktif adalah meìmbeìri rasa malu seìmeìntara seìbagai sarana 

keìsadaran moral, namun tidak beìrujung pada peìngucilan sosial (Johnstoneì, 

2019). Jika pidana keìrja sosial di Indoneìsia dilaksanakan tanpa me ìmpeìrhatikan 

aspeìk ini, maka yang teìrjadi adalah disinteìgrasi sosial kareìna peìlaku teìtap 

dicap seìbagai "peìnjahat" meìski teìlah meìnjalani pidananya. Seìlain itu, 

probleìmatika lain muncul kareìna masyarakat Indoneìsia beìlum seìpeìnuhnya 

meìmahami filosofi keìadilan reìstoratif, seìhingga pidana keìrja sosial masih 

seìring dipandang seìkadar "hukuman ringan" atau "hukuman murah." Padahal, 

seìcara filosofis, pidana ini beìrtujuan meìmulihkan reìlasi sosial, me ìmbeìri ruang 

partisipasi masyarakat, seìrta meìndorong tanggung jawab pe ìlaku tanpa harus 

teìrisolasi di peìnjara. Keìtika orieìntasi filosofis ini tidak dipahami, maka pidana 

keìrja sosial akan gagal me ìncapai tujuan reìstoratifnya. 

Maka dari itu, yang harus dipastikan adalah bagaimana pidana ke ìrja 

sosial diimpleìmeìntasikan agar peìlaku tidak me ìngalami stigmatization. 

Misalnya, peìkeìrjaan sosial bisa diarahkan pada keìgiatan yang beìrmakna teìtapi 

tidak beìrsifat meìmpeìrmalukan di ruang publik, seìpeìrti meìmbantu di rumah 

sakit, panti sosial, atau keìgiatan lingkungan be ìrbasis komunitas yang dapat 

diseìsuaikan deìngan keìahlian dari teìrdakwa. Deìngan beìgitu, shaming yang 

ditimbulkan teìtap ada seìbagai reìfleìksi moral, te ìtapi beìrsifat reìinteìgratif, bukan 

eìksklusi sosial. Intinya, tujuan utama pidana keìrja sosial harus dikeìmbalikan 

pada filosofi reìstoratifnya, yakni peìmulihan, reìinteìgrasi, dan keìadilan yang 

beìrimbang antara peìlaku, korban, dan masyarakat. Jika hanya dipahami 

seìbatas "peìngganti pidana peìnjara," maka yang teìrjadi hanyalah peìrgeìseìran 

teìknis tanpa transformasi filosofis. Di sinilah pe ìntingnya peìmahaman aparat 

peìneìgak hukum, masyarakat, dan keìbijakan publik agar pidana keìrja sosial 

beìnar-beìnar meìnjadi sarana reìinteìgrasi, bukan jeìbakan alieìnasi. 

Di Indoneìsia, wacana peìneìrapan pidana ke ìrja sosial mulai me ìndapat 

peìrhatian meìlalui peìneìlitian dan praktik teìrbatas di beìbeìrapa daeìrah. Misalnya, 

peìneìlitian teìntang Peìrspeìktif Masyarakat Kota Kupang dalam Pe ìneìrapan 

Pidana Keìrja Sosial meìncatat bahwa masyarakat Nusa Teìnggara Timur 

meìnyambut baik gagasan ini, teìrutama bila ke ìrja sosial diarahkan keì aktivitas 

beìrmanfaat seìpeìrti meìmbantu di panti asuhan, panti jompo, atau program ke ìrja 
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sama deìngan peìmeìrintah daeìrah, meìskipun reìgulasi teìknisnya beìlum 

seìpeìnuhnya siap (Ronaldo Rodrigus, 2022). Se ìjalan deìngan itu, seìbuah jurnal 

beìrjudul Analisis Pidana Ke ìrja Sosial Seìbagai Alteìrnatif Pidana Jangka Peìndeìk: 

Peìrspeìktif KUHP Baru Indone ìsia meìngungkap bahwa pe ìlaksanaan pidana 

keìrja sosial meìnghadapi hambatan beìrupa minimnya aturan peìlaksana, 

leìmahnya koordinasi antar leìmbaga peìneìgak hukum, seìrta peìrbeìdaan 

keìsiapan infrastruktur di tiap wilayah. Meìski deìmikian, teìrdapat praktik konkreìt 

yang meìnunjukkan arah baru peìmidanaan, seìpeìrti dalam pe ìrkara pidana anak 

di Peìngadilan Neìgeìri Sleìman Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn, di mana 

hakim meìmutus pidana peìlatihan keìrja sosial seìlama 6 bulan alih-alih pidana 

peìnjara, meìmpeìrlihatkan bahwa me ìskipun masih teìrbatas, instrume ìn ini sudah 

mulai diadopsi seìbagai langkah nyata me ìnuju peìndeìkatan keìadilan reìstoratif di 

Indoneìsia.  

Peìlaksanaan pidana keìrja sosial harus me ìmeìnuhi prinsip keìadilan, 

proporsionalitas, dan keìbeìrmanfaatan sosial. Peìlaku tidak hanya dihukum, 

teìtapi dilibatkan seìcara aktif dalam ke ìgiatan sosial yang beìrdampak positif bagi 

masyarakat. Contoh be ìntuk keìrja sosial yang re ìleìvan teìrmasuk meìmbeìrsihkan 

fasilitas umum, me ìmbantu peìlayanan publik, hingga me ìndukung keìgiatan 

keìmanusiaan. Tugas-tugas ini dilakukan tanpa bayaran dan dalam jangka 

waktu yang diteìtapkan hakim be ìrdasarkan tingkat keìsalahan dan keìadaan 

peìlaku. Hal ini me ìnjadikan pidana keìrja sosial seìbagai sarana untuk me ìneìbus 

keìsalahan deìngan kontribusi langsung keìpada masyarakat (Maria Ulfah, 2021). 

Dalam peìrspeìktif keìadilan reìstoratif, pidana ke ìrja sosial meìnjadi alat untuk 

meìmpeìrbaiki keìreìtakan sosial yang ditimbulkan oleìh tindak pidana. 

Peìndeìkatan ini me ìneìmpatkan peìlaku, korban, dan masyarakat dalam satu 

eìkosisteìm peìnyeìleìsaian konflik hukum se ìcara dialogis dan kolaboratif. Peìlaku 

didorong untuk beìrtanggung jawab atas peìrbuatannya me ìlalui keìrja nyata yang 

meìmpeìrbaiki lingkungan atau komunitas. Di sisi lain, masyarakat dapat 

meìneìrima peìlaku keìmbali tanpa stigma kareìna meìlihat itikad baik dan 

kontribusi yang dibeìrikan. Konseìp ini seìjalan deìngan filosofi peìmasyarakatan 

yang meìneìkankan peìmbinaan, bukan peìmbalasan (Fatimah, Z, 2021). Namun, 

impleìmeìntasi pidana keìrja sosial masih me ìnghadapi seìjumlah tantangan 

struktural dan kultural. Salah satu peìrsoalan utama adalah beìlum adanya 

peìdoman peìlaksanaan yang rinci, baik dalam be ìntuk Peìraturan Peìmeìrintah 

maupun Peìraturan Meìnteìri. Hal ini meìnyeìbabkan keìtidakseìragaman dalam 

peìneìrapan pidana keìrja sosial di beìrbagai daeìrah, seìhingga beìrisiko 
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meìnimbulkan disparitas peìmidanaan. Aparat pe ìneìgak hukum pun masih minim 

peìlatihan meìngeìnai meìtodeì peìlaksanaan keìrja sosial yang eìfeìktif dan adil. 

Tanpa dukungan reìgulasi teìknis, pidana keìrja sosial sulit diteìrapkan seìcara 

konsisteìn dan transparan. 

Seìlain itu, tantangan juga muncul dari re ìndahnya peìmahaman 

masyarakat teìrhadap konseìp keìadilan reìstoratif dan keìrja sosial seìbagai 

beìntuk pidana. Masih teìrdapat anggapan bahwa pe ìlaku keìjahatan harus 

dipeìnjara agar keìadilan teìrpeìnuhi, padahal tidak seìmua tindak pidana layak 

diseìleìsaikan deìngan peìmidanaan konveìnsional. Stigma te ìrhadap peìlaku yang 

meìnjalani pidana keìrja sosial juga masih tinggi, teìrutama di lingkungan 

masyarakat yang beìlum teìreìdukasi. Untuk meìngatasi hal ini, dipeìrlukan 

sosialisasi dan eìdukasi hukum se ìcara meìnyeìluruh keìpada masyarakat. 

Transformasi budaya hukum me ìnjadi syarat mutlak dalam me ìndukung 

keìbeìrhasilan peìndeìkatan non-kustodial (Yunita, E., 2021). 

Keìteìrseìdiaan jeìnis peìkeìrjaan sosial yang seìsuai deìngan kondisi peìlaku 

dan keìbutuhan masyarakat juga me ìnjadi peìrhatian utama. Tidak seìmua daeìrah 

meìmiliki program ke ìrja sosial yang siap pakai dan beìrorieìntasi pada 

reìhabilitasi. Oleìh kareìna itu, peìmeìrintah daeìrah dan aparat peìradilan peìrlu 

beìrsineìrgi meìnyusun katalog keìrja sosial yang beìrbasis komunitas dan beìrsifat 

fleìksibeìl. Program ini harus me ìmpeìrhatikan latar beìlakang, keìmampuan, dan 

kondisi sosial peìlaku agar tujuan koreìktif dapat teìrcapai tanpa me ìlukai 

martabatnya. Inisiatif lokal yang kreìatif sangat dipeìrlukan dalam me ìndukung 

keìbeìrlanjutan mode ìl peìmidanaan ini (Sari, R.A., 2023). 

Pidana keìrja sosial juga me ìmbeìrikan manfaat eìkonomi seìcara tidak 

langsung bagi neìgara dan masyarakat. Deìngan meìnurunkan angka peìnghuni 

leìmbaga peìmasyarakatan, beìban anggaran ne ìgara untuk opeìrasional lapas 

dapat dikurangi seìcara signifikan. Seìlain itu, masyarakat meìneìrima manfaat 

langsung dari keìrja yang dilakukan peìlaku, seìpeìrti peìningkatan fasilitas umum, 

keìbeìrsihan lingkungan, dan peìlayanan sosial. Ini me ìnunjukkan bahwa pidana 

keìrja sosial tidak hanya me ìmiliki nilai hukum, teìtapi juga kontribusi nyata bagi 

peìmbangunan sosial. Maka, peìnguatan reìgulasi dan peìndanaan meìnjadi 

syarat agar sisteìm ini dapat diinstitusionalisasi seìcara peìrmaneìn. 

Dari seìgi keìleìmbagaan, peìmbeìntukan unit khusus peìlaksana pidana keìrja 

sosial bisa meìnjadi solusi untuk me ìngatasi koordinasi lintas leìmbaga. Unit ini 

dapat teìrdiri dari unsur peìngadilan, keìjaksaan, Bapas, peìmeìrintah daeìrah, dan 

unsur masyarakat sipil. Tugasnya adalah me ìnyusun program, me ìngawasi 
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peìlaksanaan, dan me ìngeìvaluasi eìfeìktivitas keìrja sosial seìbagai beìntuk 

peìmidanaan. Langkah ini dipeìrlukan untuk me ìmastikan bahwa pidana keìrja 

sosial tidak hanya me ìnjadi instrume ìn simbolik dalam hukum pidana, te ìtapi juga 

eìfeìktif seìcara substansi. Dukungan politik dan keìbijakan anggaran me ìnjadi 

faktor kunci dalam me ìwujudkannya. 

Seìcara keìseìluruhan, pidana keìrja sosial meìmiliki poteìnsi beìsar seìbagai 

wujud nyata dari keìadilan reìstoratif dalam sisteìm hukum pidana Indoneìsia. 

Namun, poteìnsi ini hanya akan teìrcapai apabila ada komitme ìn reìgulatif, 

keìleìmbagaan, dan budaya hukum yang se ìlaras. Reìformasi hukum pidana 

meìlalui KUHP baru sudah beìrada di jalur yang beìnar, teìtapi impleìmeìntasinya 

meìmbutuhkan peìta jalan yang je ìlas. Oleìh kareìna itu, peìnting bagi seìmua aktor 

sisteìm peìradilan untuk beìrpeìran aktif dalam me ìwujudkan pidana keìrja sosial 

yang adil, partisipatif, dan beìrdampak nyata bagi masyarakat. Deìngan 

deìmikian, hukum be ìnar-beìnar meìnjadi alat untuk me ìmbangun keìmbali, bukan 

seìkadar meìnghukum. 

 

IV. Keìsimpulan 

Pidana keìrja sosial seìbagai beìntuk peìmidanaan alteìrnatif meìnceìrminkan 

peìrgeìseìran paradigma hukum pidana Indone ìsia dari peìndeìkatan reìtributif meìnuju 

peìndeìkatan reìstoratif yang leìbih humanis dan konstruktif. Me ìlalui keìteìrlibatan aktif 

peìlaku dalam keìgiatan sosial, pidana ini tidak hanya me ìmbeìrikan eìfeìk jeìra yang 

eìdukatif, teìtapi juga me ìmbangun keìmbali reìlasi sosial yang rusak akibat tindak 

pidana. Deìngan meìmadukan nilai keìadilan, eìmpati, dan tanggung jawab sosial, 

pidana keìrja sosial meìnjadi sarana peìmulihan yang eìfeìktif bagi peìlaku, korban, dan 

masyarakat se ìcara keìseìluruhan. Meìski meìnghadapi seìjumlah tantangan dalam 

impleìmeìntasi, seìpeìrti keìteìrbatasan reìgulasi teìknis dan dukungan keìleìmbagaan, 

poteìnsi pidana ini dalam me ìmbeìntuk sisteìm peìmidanaan yang leìbih inklusif dan 

adaptif sangat beìsar. Oleìh kareìna itu, peìnguatan keìbijakan, peìngawasan, dan 

sineìrgi lintas leìmbaga meìnjadi kunci untuk me ìmastikan pidana keìrja sosial dapat 

beìrfungsi optimal seìbagai peìrwujudan nyata ke ìadilan reìstoratif di Indoneìsia. 
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